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I. PENDAHULUAN
       Di dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tenaga kerja tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi, tetapi juga dipandang sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan tenaga kerja tersebut secara baik dan terarah. Perlindungan terhadap tenaga kerja ini berkaitan dengan adanya hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pengusaha, terutama dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), diharapkan agar tenaga kerja yang biasanya berada dalam posisi yang lemah tidak diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang oleh pengusaha. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar mereka tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang, disamping untuk menjamin kepastian dan ketentraman hidup tenaga kerja. Pada prinsipnya menurut Undang-Undang ini PHK itu harus sedapat mungkin dihindarkan, namun apabila segala upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tetap tidak dapat dihindarkan maka pelaksanaannya harus melalui perundingan antara pengusaha dan tenaga kerja yang bersangkutan.
       Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan pasal 164 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majuer) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4).
       Pada praktiknya, penerapan hukum untuk pengakhiran hubungan kerja dengan alasan tersebut lebih dikenal dengan PHK karena efisiensi. Pada saat ini PHK karena alasan efisiensi masih menjadi polemik karena terdapat dua penafsiran berbeda yang disebabkan karena ketentuan pasal 164 ayat (3) UU. No. 13 Tahun 2003, dalam praktik peradilan ketentuan pasal yang mengatur mengenai efisiensi, masih melakukan efisiensi maka perusahaan dalam kondisi tutup. Namun ada yang menafsirkan bahwa perusahaan tidak perlu tutup untuk melakukan efisiensi apabila tindakan perubahan tersebut justru dapat menyelamatkan perusahaan dan sebagian pekerja yang lainnya.
 Polemik tersebut membuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yaitu Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011.
       Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya : bagaimanakah pengaturan tentang efisiensi sebagai alasan PHK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 dan apakah pemutusan hubungan kerja karena efisiensi dibenarkan oleh hukum.
       Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui konsep efisiensi sebagai alasan PHK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 juga untuk mengetahui kebenaran secara hukum pemutusan hubungan kerja karena efisiensi. Selanjutnya, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 1) Dari segi praktis, bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pekerja pada khususnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan kegiatan ketenagakerjaan di perusahaan, sehingga pekerja dapat memahami secara utuh pemutusan hubungan kerja karena efisiensi; 2) Dari segi teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum.
       Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara normatif-preskriptif, yakni sifat analisis ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. 
II. PEMBAHASAN
Pengaturan tentang efisiensi sebagai alasan PHK berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011
       Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dipergunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)
       Menurut penyusun, pemutusan hubungan kerja (PHK) karena efisiensi yang terdapat dalam Pasal di atas tidak dipertegas secara lanjut. Timbulnya PHK sebagaimana yang dimaksud Pasal tersebut di atas dapat dilakukan apabila perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi. Definisi perusahaan melakukan efisiensi sebagaimana dimaksud Pasal tersebut di atas tidak dijelaskan di dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga tidak jelas atau mengalami kekaburan norma.
       Efisiensi memiliki arti secara singkat "hemat segala-galanya". Arti lain, efisiensi adalah usaha menghemat materi, tenaga, waktu dan sebagainya dalam rangka mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia  “efisiensi” diartikan sebagai ketetapan cara usaha dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya.
       Menurut Hans Kartiadi yang dikutip oleh Agoes (1996:180), Efisiensi berarti bertindak dengan cara yg dapat meminamilisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu.
       Menurut Drs. Soekarno K. dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen. Bahwa yang dimaksud dengan efisiensi ialah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (output), atau antara daya usaha dan hasil, atau antara “pengeluaran” dan “pendapatan.” Dalam pengertian manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektifitas, dalam arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna : artinya dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat.
 1) Tepat : kena sasaran, apa yang dikehendaki tercapai, atau apa yang dicita-citakan menjadi kenyataan. 2) Cepat : tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu, selesai tepat pada waktunya atau sebelum waktu yang ditetapkan. 3) Hemat: 
dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tanpa terjadi pemborosan dalam bidang apapun. 4) Selamat : segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa mengalami hambatan hambatan, kelambatan-kelambatan, ataupun kemacetan-kemacetan.
       Dari beberapa pendapat di atas, menurut penyusun, berbicara tentang efisiensi dalam perusahaan, berarti melakukan segala upaya penghematan untuk keperluan perusahaan, yang bertujuan supaya beban pendanaan/perongkosan yang ditanggung perusahaan menjadi bisa berkurang, sehingga perusahaan bisa tumbuh menjadi sehat.
       Apabila melihat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 dalam uji materil, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menilai dalam amar putusannya memberikan pemahaman : 1) Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”; 2) Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”;
       Dari amar putusan di atas, penyusun tidak setuju atau tidak sependapat dengan pemahaman Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran pada frasa “perusahaan tutup”. Menurut penyusun, tindakan efisiensi perusahaan merupakan tindakan penyelamatan perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan perusahaan tersebut dapat terus berdiri/berjalan bukan malah menjadi tutup.
       Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya menolak pengujian materil Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan mantan karyawan Hotel Papandayan tersebut yang menginginkan frasa perusahaan tutup diartikan perusahaan tutup permanen, namun seharusnya MK memberi usulan amandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal ini dengan menghilangkan/meniadakan kata ‘perusahaan tutup’ dalam Pasal tersebut. Karena pada dasarnya efisiensi dilakukan agar perusahaan tetap berdiri, bukan membuat perusahaan menjadi tutup.       Mahkamah Konstitusi terlalu tergesa-gesa dalam memutuskan perkara yang bukan merupakan kewenangannya yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial.
Pemberhentian Hubungan Kerja Karena Efisiensi Menurut Hukum
       Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pada Pasal 28D ayat (2) yang memberikan jaminan atas pekerjaan sebagaimana disebutkan “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”;
       Akan tetapi dalam perkembangan dunia ekonomi nasional banyak terjadi suatu ketidakstabilan sehingga dapat berdampak kepada kemampuan finansial pada perusahaan untuk memenuhi hak-hak daripada pekerja itu sendiri, sehingga dapat menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
       Dalam penelitian ini, penyusun hanya membahas mengenai PHK karena efisiensi. PHK karena efisiensi tidak diatur secara jelas dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
       Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 164 ayat (3) mengatakan bahwa : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
       Tujuan perusahaan melakukan PHK dengan alasan efisiensi dilatarbelakangi oleh tujuan untuk mengurangi beban perusahaan agar dapat tetap beroperasi. Sehingga seperti dalam kondisi krisis global yang mengharuskan pengurangan pekerja, pengusaha tidak perlu khawatir melakukan PHK karena efisiensi sebab ada alasan hukum pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
       Mengenai PHK itu sendiri secara khusus juga diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI). Dengan berlakunya UU PPHI  tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (P3) dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, untuk peraturan pelaksanaan kedua undang-undang tersebut masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU PPHI.
 
       Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PHK merupakan atau dapat menjadi salah satu penyebab Perselisihan Hubungan Industrial. Pada pasal 150 sampai dengan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diketahui mengenai segala sesuatu terkait PHK, termasuk salah satunya mengenai alasan-alasan melakukan PHK. Namun sayangnya banyak pihak yang salah menafsirkan mengenai alasan-alasan melakukan PHK tersebut, mungkin dikarenakan keterbatasan pemahaman atau juga karena redaksional / klausul pada Undang-undang Ketenagakerjaan yang banyak disebut mengandung ambiguitas. Salah satu kesalahan penafsiran yang sering terjadi adalah pada ketentuan pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, dimana disebutkan “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,”.
       Hal ini dapat menjadi beban dan tanggung jawab yang berat bagi Divisi Sumber Daya Manusia/Personalia untuk dapat melakukan PHK karena efisiensi, tanpa menimbulkan perselisihan hubungan industrial dengan pekerja. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan dan sosialisasi yang efektif dan insentif  kepada pekerja supaya dapat memahami  kondisi perusahaaan. Pendekatan “orang tua” (perusahaan) dan “anak” (pekerja) akan lebih mengena dibandingkan dengan pendekatan hukum. Namun demikian, pemahaman atas ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial merupakan syarat mutlak yang harus dipahami sehingga tidak menjadikan “bom atom” bagi perusahaan karena harus menghadapi gugatan pekerja di kemudian hari.

       Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, memberikan pendapat hukum bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan pilihan terakhir sebagai upaya untuk melakukan efisiensi perusahaan setelah sebelumnya dilakukan upaya- upaya yang lain dalam rangka efisiensi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat. Karena pada hakikatnya tenaga kerja harus dipandang sebagai salah satu aset perusahaan, maka efisiensi saja tanpa penutupan perusahaan dalam pengertian frasa perusahaan tutup tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan PHK, karena pemahaman frasa perusahaan tutup pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak ditemukan definisinya.
       Mahkamah Konstitusi yang menyatakan frasa perusahaan tutup pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perusahaan yang tutup permanen merupakan suatu kesalahan. Karena pada dasarnya tidak mungkin dalam satu Pasal dalam hal ini Pasal 164 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memuat spirit/substansi yang sama yaitu ‘perusahaan tutup’. Spirit perusahaan tutup sebenarnya sudah tercantum pada Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi, seharusnya pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak lagi memuat mengenai perusahaan tutup melainkan mengenai efisiensi perusahaan.
       Dalam kasus renovasi Hotel Papandayan ini, seharusnya pihak manajemen hotel bukannya mem-PHK karyawannya melainkan merumahkan karyawannya dengan tetap membayar upah dan hak-hak karyawannya hingga renovasi hotel selesai. Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi asalkan sesuai dengan tata cara pengajuan PHK yang telah diatur dalam Undang-Undang serta dapat memeberikan alasan yang kuat, diantaranya jumlah karyawan yang melebihi jumlah mesin yang akan dioperasikan oleh karyawan, faktor teknologi yang semakin canggih yang dapat menggantikan peran karyawan, atau dengan adanya re-organisasi pada perusahaan yang dapat berdampak pada pengurangan karyawan. Semua itu dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya, waktu, maupun tenaga agar perusahaan tetap beroperasi.
       Pada akhirnya Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi dibenarkan oleh hukum selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta perusahaan dapat memberikan alasan yang kuat dalam melakukan PHK terhadap karyawannya sehingga menimbulkan keadilan bagi masing-masing pihak khususnya pihak karyawan yang di-PHK.
III. PENUTUP
Kesimpulan
       Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1) Pengaturan efisiensi sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 hanya berlaku terhadap perusahaan yang ditutup secara permanen merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, karena pada dasarnya efisiensi merupakan tindakan penyelamatan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan agar perusahaannya tidak tutup. Dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terlalu tergesa-gesa dalam memutus perkara yang seharunya menjadi kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. 2) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi tetap dibenarkan secara hukum selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perusahaan dapat memberikan alasan yang kuat dalam melakukan PHK terhadap buruh/pekerja sehingga menimbulkan keadilan bagi masing-masing pihak khususnya pihak buruh/pekerja yang di-PHK.
Saran
       Terkait dengan permasalahan-permasalahan di atas maka penyusun memberikan beberapa saran, yaitu : 1) Mahkamah Konstitusi seharusnya menafsirkan perusahaan tutup pada Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak tutup permanen sebagaimana halnya Pasal 164 ayat (1). Frasa perusahaan tutup pada Pasal 164 ayat (3) seharusnya tidak ditafsirkan tutup permanen, tetapi tutup untuk sebagian, misalnya pada wilayah operasional tertentu, pada kantor cabang tertentu, atau reorganisasi dengan mengurangi jumlah buruh/pekerja pada bagian atau divisi tertentu. 2) Pemerintah dan perancang Undang-Undang (Presiden & DPR) seharusnya lebih berhati-hati dalam merumuskan isi Undang-Undang serta dapat mempertegas kembali definisi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.
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